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PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR PASCA
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Penulis, Pembimbing Pertama,
SANDRA APRIANSYAIL Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
011700119 Pembimbing Kedua,

Rosalinda, SH., M.

ABSTRAK

Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan
Pemeriantah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau keeil dikarenakan UU No. | Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
Pulan Kecil masih berlaku dan belum adanya peraturan pelaksana UU No. 23
Fahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  terkait  dengan  kewenangan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif penulis bermaksud akan
menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan
kewenangan pemerintah dacrah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir
dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(entang Pemerintahan Daerah serta bagaimanakah implikasi hukum kewenangan
pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-
pulau kecil pasca berlakunya UUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan
wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kementrian Kelautan
dan Perikanan menerbitkan Permen 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi. Implikasi
hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilath laut
pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ftentang Pemerintahan  Daerah  yaitu memberikan perubahan lcrhzfdap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tadinya
terdesentralisasi kemudian berubah menjadi dekonsentrasi  di lmgkunga_n
Pemerintah Provinsi pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
schingga semua regulasi dan produk hukum yang menggamanatkan adanya
kewenangan kabupaten kota itu batal demi hukum.
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BAB IV

PENUTUP

simpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi  kewenangan pemerintah daerah provinsi  dalam
pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunyz
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen 23/2016
tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap
urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan
sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi.

Implikasi hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam
pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yaitu memberikan perubahan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tadinya terdesentralisasi
kemudian berubah menjadi dekonsentrasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil

schingga semua regulasi dan produk hukum yang menggamanatkan
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Dibarapkan  pemerintah  dacrah  provinsi  dalam  melaksanakan
yewenangannya terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berkoordinasi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota serta masyarakat di daerah kabupaten / kota agar
dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada bidang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengakomodir semua
kebutuhan masyarakat.

Diharap} pemerintah  melakukan  penyesuaian  kewenangan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melakukan
revisi terhadap Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar memberikan kepastian

hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
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